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Abstrak: Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan 

digitalisasi layanan publik di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, 
transparansi, dan partisipasi warga.  Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 

data sekunder dari berbagai sumber kajian literatur, artikel, jurnal, dan sumber-sumber 

relevan lainnya. Penelitian ini menguji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada 

beberapa faktor kunci. Pertama, kemampuan pemerintah dalam mengatasi resistensi 

internal dan mendorong adopsi teknologi di seluruh lapisan birokrasi. Kedua, 
pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat (co-production) dalam mendesain 

dan mengimplementasikan layanan digital.  Ketiga, perancangan platform digital yang 
user-friendly dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang 

latar belakang teknologi atau geografis.  Keempat, pengelolaan sumber daya teknologi 
yang efektif dan efisien, termasuk infrastruktur dan keamanan data. Kelima, 

pengembangan program pelatihan komprehensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital. Keenam, pentingnya 

membangun transparansi dan kepercayaan publik untuk memastikan legitimasi dan 
partisipasi aktif dalam pemanfaatan layanan digital. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa pendekatan inklusif dan komprehensif yang memperhatikan aspek teknologi, 

sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan 
digitalisasi layanan publik yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. 

Kata Kunci: Digitalisasi; Layanan Publik; Keterlibatan Warga; Transparansi. 

 
Abstract: This study analyzes the factors influencing the success of public service digitalization in 

Indonesia, focusing on enhancing efficiency, transparency, and citizen participation. Employing 
a qualitative descriptive method with secondary data from various sources-literature reviews, 

articles, journals, and relevant resources. The study validates data through triangulation. The 
findings demonstrate that successful digital transformation hinges on several key factors. Firstly, 

the government's ability to overcome internal resistance and promote technology adoption across 

all bureaucratic levels is crucial. Secondly, collaboration and active citizen participation (co-
production) in designing and implementing digital services are essential. Thirdly, user-friendly 

digital platforms accessible to all segments of society, regardless of technological background or 

geographic location, are paramount. Fourthly, effective and efficient management of technological 
resources, including infrastructure and data security, is vital. Fifthly, comprehensive training 

programs for civil servants (ASN) are necessary to enhance their digital capacity and competence. 
Sixthly, building public transparency and trust is crucial to ensure legitimacy and active 

participation in utilizing digital services. This study concludes that an inclusive and 

comprehensive approach addressing technology, human resources, and citizen participation is key 
to achieving sustainable and equitable public service digitalization in Indonesia. 

Keyword: Digitalization; Public Services; Citizen Engagement; Transparency. 

PENDAHULUAN 

Transformasi digital layanan publik di 

Indonesia menjadi fokus utama pemerintah 

dalam upaya meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan keterlibatan warga. 

Penerapan layanan publik digital bertujuan 

untuk memanfaatkan teknologi guna 

meningkatkan tata kelola. Transformasi ini 

melibatkan kolaborasi berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, 

perusahaan swasta, dan warga. Strategi seperti 

platform e-Government dan pusat layanan 

terpadu telah mendapatkan popularitas, 

menunjukkan potensi untuk meningkatkan 

layanan dan kepuasan warga (Xu & Tang, 

2020; Fan dkk., 2022). 

Aspek penting dari layanan publik digital 

Indonesia adalah dimasukkannya partisipasi 

warga dalam perancangan dan penyampaian 

layanan. Konsep koproduksi, di mana warga 
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aktif terlibat dalam perencanaan dan 

pelaksanaan layanan publik, sedang 

dieksplorasi untuk meningkatkan relevansi 

dan efisiensi layanan. Kerangka kerja 

partisipatif ini dapat secara efektif memastikan 

layanan memenuhi beragam kebutuhan 

berbagai komunitas, mendorong keadilan 

sosial (Pati & Kakani, 2022; Gazley dkk., 

2020; Callens & Verhoest, 2023). Upaya 

koproduksi ini sangat penting, terutama di 

tengah tantangan yang ditimbulkan oleh 

proses birokrasi, karena menjembatani 

kesenjangan antara niat pemerintah dan 

pengalaman nyata warga (Zou, 2023). 

Peran pemerintah dalam mendorong 

pelayanan publik sangat penting dan memiliki 

beberapa elemen kunci yang saling terkait, 

termasuk desain layanan, pengelolaan 

partisipasi publik, pengembangan kapasitas, 

dan transparansi. Pemerintah perlu mendesain 

layanan publik yang responsif, yang 

melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat 

untuk meningkatkan kepuasan dan 

kepercayaan publik. Pertama, pemerintah 

harus fokus pada desain layanan yang 

mendukung kepuasan publik. Chan et al. 

menunjukkan bahwa desain layanan e-

government harus terus beradaptasi dengan 

teknologi baru dan menciptakan kemitraan 

publik-swasta yang lebih erat untuk 

memanfaatkan keahlian eksternal dalam 

pengiriman layanan publik (Chan et al., 2020). 

Ini sejalan dengan penelitian dari 

Buntaine et al., yang menekankan pentingnya 

teknologi informasi dan komunikasi dalam 

menciptakan ruang kolaborasi antara 

pemerintah dan warga untuk meningkatkan 

kualitas layanan publik (Buntaine et al., 2020). 

Selanjutnya, partisipasi publik merupakan 

faktor penting dalam pelayanan publik. Schiff 

menemukan bahwa masukan kolektif dari 

masyarakat dapat membantu pemerintah 

dalam perbaikan penyediaan layanan (Schiff, 

2023). Dalam konteks ini, penting bagi 

pemerintah untuk menciptakan saluran 

partisipasi yang tidak hanya menampung 

masukan masyarakat, tetapi juga mendorong 

kolaborasi aktif dalam proses pembuatan 

kebijakan (Rivera & Knox, 2022). Dengan 

membentuk lingkungan di mana masyarakat 

merasa dapat mengakses dan berkontribusi 

pada pengambilan keputusan, pemerintah 

dapat meningkatkan legitimasi dan 

kepercayaan publik (Schmidthuber et al., 

2020). Pengembangan kapasitas juga 

memainkan peran penting dalam efektivitas 

pelayanan publik. Xu dan Tang menunjukkan 

bahwa pemanfaatan teknologi yang 

memungkinkan co-production dalam 

penyampaian layanan publik dapat 

memperbaiki keadilan dalam distribusi 

layanan (Xu & Tang, 2020). 

Hal ini mencerminkan perlunya 

pemerintah dalam membangun kemampuan 

untuk melayani dengan lebih baik, termasuk 

melalui pelatihan bagi pegawai publik untuk 

meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. 

Pendekatan kepemimpinan transformasional 

dan inovasi di dalam organisasi publik sangat 

penting untuk menciptakan budaya yang 

mendukung perbaikan berkelanjutan dalam 

pelayanan publik (Awasthi & Walumbwa, 

2022). Terakhir, transparansi dan 

akuntabilitas dalam pemerintahan sangat 

berpengaruh terhadap persepsi masyarakat 

terhadap pelayanan publik. Memastikan 

bahwa informasi mengenai kinerja layanan 

publik tersedia dan dapat diakses publik 

adalah hal yang krusial. Penelitian oleh 

Mamediieva dan Moynihan menunjukkan 

bahwa inovasi digital dapat memperkuat 

akuntabilitas dan efisiensi publik, terutama 

dalam situasi krisis (Mamediieva & 

Moynihan, 2023). 

Selaras dengan itu, Jia-Sheng et al. 

menunjukkan bahwa perhatian terhadap 

kinerja pemerintah dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan 

publik yang diberikan (Jia-sheng et al., 2021). 

Secara keseluruhan, pemerintah memiliki 

peran sentral dalam mendorong pelayanan 

publik melalui desain layanan yang responsif, 
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partisipasi publik yang aktif, pengembangan 

kapasitas pegawai, serta transparansi dalam 

pengelolaan informasi. Inisiatif ini tidak hanya 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tetapi 

juga untuk mendapatkan kepercayaan 

masyarakat yang lebih tinggi terhadap 

pemerintah sebagai pengelola pelayanan 

publik. 

Pandemi telah semakin mempercepat 

upaya digitalisasi di Indonesia, memaksa 

pemerintah untuk beradaptasi dan berinovasi 

dalam menanggapi kebutuhan publik yang 

muncul. Platform digital telah digunakan 

untuk memfasilitasi komunikasi, 

meningkatkan akses layanan, dan memastikan 

kelancaran tata kelola selama krisis. 

Perkembangan ini mencerminkan pergeseran 

strategis menuju sistem layanan publik yang 

lebih tangguh dan responsif terhadap keadaan 

rutin maupun luar biasa (Ho dkk., 2023; 

Mergel, 2023). Penerapan layanan publik 

digital yang sukses selama periode tertentu, 

seperti selama pandemi, menyoroti 

pentingnya adopsi teknologi bagi pemerintah 

dalam meningkatkan kemampuan beradaptasi 

dan ketahanan. Dengan beralih ke solusi 

digital, pemerintah dapat merespons dengan 

cepat terhadap kebutuhan mendesak 

masyarakat, seperti akses informasi, 

pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial, yang 

sangat diperlukan dalam situasi krisis. 

Teknologi memungkinkan pemerintah untuk 

mempercepat proses penyampaian layanan, 

menjadikan interaksi dengan warga lebih 

efisien, dan memfasilitasi komunikasi yang 

lebih baik antara berbagai pemangku 

kepentingan. 

Keberhasilan dalam penerapan layanan 

publik digital juga menunjukkan bahwa 

pemerintah yang mampu mengadopsi 

teknologi dapat meningkatkan ketahanan 

mereka terhadap perubahan yang cepat dan 

tidak terduga. Dalam konteks ini, adopsi 

teknologi tidak hanya berfungsi untuk 

memberikan layanan yang lebih baik, tetapi 

juga untuk menciptakan sistem yang lebih 

tangguh dan responsif. Ketika teknologi 

diintegrasikan ke dalam layanan publik, 

pemerintah dapat mengelola sumber daya 

dengan lebih efektif, mengurangi birokrasi, 

dan meningkatkan transparansi, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat (Conteh & Harding, 2021). 

Dengan demikian, penerapan layanan 

publik digital yang berhasil berfungsi sebagai 

bukti bahwa teknologi tidak hanya merupakan 

alat, tetapi juga merupakan fondasi penting 

dalam membangun sistem pemerintahan yang 

lebih adaptif dan mampu menghadapi 

tantangan di masa depan. Hal ini menekankan 

perlunya investasi yang berkelanjutan dalam 

infrastruktur digital dan pengembangan 

kapasitas sumber daya manusia untuk 

memastikan bahwa pemerintah dapat terus 

beradaptasi dan melayani masyarakat dengan 

lebih baik di era digital (Conteh & Harding, 

2021). 

Namun, transisi ke layanan publik digital 

juga menghadirkan tantangan signifikan, 

termasuk masalah literasi digital, kesenjangan 

akses, dan kebutuhan untuk menyelaraskan 

praktik birokrasi tradisional dengan kemajuan 

teknologi kontemporer. Ketergantungan pada 

solusi digital mengharuskan keseimbangan 

yang hati-hati untuk memastikan semua warga 

mendapat manfaat dari inovasi ini tanpa 

memperburuk kesenjangan yang ada. 

Menerima disparitas sosial ekonomi yang ada 

di Indonesia sangat penting untuk membentuk 

lanskap layanan publik digital yang inklusif 

(Osborne dkk., 2022; Nielsen dkk., 2023). 

Kegagalan untuk mengatasi disparitas ini 

dapat menyebabkan peningkatan kesenjangan 

digital, yang berdampak buruk pada populasi 

rentan (Shen dkk., 2022). 

Sebagai kajian berkembang, kemajuan 

layanan publik digital di Indonesia menandai 

perjalanan yang menjanjikan menuju 

pencapaian efisiensi, transparansi, dan 

inklusivitas yang lebih besar dalam tata kelola. 

Dengan memanfaatkan teknologi dan 

mendorong kolaborasi di antara berbagai 
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pemangku kepentingan, negara ini berpotensi 

untuk membentuk kembali penyampaian 

layanan publik untuk memenuhi tuntutan 

warga yang terus berkembang. Meskipun 

demikian, menavigasi kompleksitas transisi ini 

akan membutuhkan kewaspadaan dan 

perencanaan strategis untuk memastikan 

bahwa inovasi digital menyatukan 

masyarakat, pada akhirnya meningkatkan 

kualitas hidup bagi semua (Conteh & Harding, 

2021; Nielsen dkk., 2023). 

Olehnya, penulis memfokuskan kajian 

pada penelitian literature ini dengan 

pendekatan tentang faktor- faktor apa yang 

berpengaruh terhadap layanan publik digital di 

Indonesia? 

 

METODE ANALISIS 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dengan data sekunder. 

Data diperoleh dari kajian literatur, artikel, 

jurnal, regulasi, dan situs internet yang 

relevan. Peneliti mengkaji seluruh referensi 

terkait tema penelitian dalam literature review.  

Pengujian keabsahan data menggunakan 

triangulasi, yang bertujuan meningkatkan 

pemahaman peneliti terhadap data dan fakta 

dari berbagai literatur, serta memanfaatkan 

sumber di luar data sebagai alat pengecek dan 

pembanding (Pangestu & Hilman, 2020). 

Penulis melakukan analisis menyeluruh 

terhadap semua referensi yang telah 

dikumpulkan sebagai bagian dari proses 

penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh 

pemahaman yang komprehensif mengenai 

tema yang diteliti. Dalam tahap ini, penulis 

tidak hanya sekadar mengumpulkan 

informasi, tetapi juga mengkaji dan 

mengevaluasi relevansi serta kontribusi setiap 

sumber terhadap topik yang dibahas. Setelah 

itu, penulis melanjutkan dengan analisis 

mendalam yang mencakup pengidentifikasian 

pola, hubungan, dan perbedaan dalam data 

yang ditemukan, sehingga dapat 

menghasilkan insight yang lebih tajam dan 

menyeluruh. Proses ini memungkinkan 

penulis untuk mengembangkan argumen yang 

kuat dan menyusun narasi yang koheren, yang 

pada gilirannya memberikan dasar yang kuat 

untuk kesimpulan penelitian. 

 

PEMBAHASAN 

Digitalisasi layanan publik merupakan 

fokus utama bagi pemerintah di seluruh dunia, 

dengan beberapa faktor yang berkontribusi 

pada keberhasilan atau hambatan dalam 

proses transformasi ini. Di Indonesia, struktur 

sektor publik secara signifikan memengaruhi 

bagaimana inisiatif digital direncanakan, 

diimplementasikan, dan diterima oleh warga. 

Hirarki birokrasi seringkali memperlambat 

laju perubahan, menciptakan resistensi di 

antara para pegawai negeri yang mungkin 

takut kehilangan peran mereka karena 

teknologi atau merasa tidak terlatih dengan 

baik untuk menggunakan sistem baru 

(Fleischer & Wanckel, 2023). Selain itu, 

perpaduan antara motivasi layanan publik dan 

kepuasan kerja tampaknya memengaruhi 

bagaimana karyawan menerima digitalisasi; 

otonomi dan dukungan yang ditingkatkan 

dapat mendorong pandangan yang lebih 

positif terhadap perubahan ini (Fleischer & 

Wanckel, 2023). 

Salah satu faktor penting dalam 

digitalisasi adalah keterlibatan warga dalam 

ko-produksi layanan. Melibatkan pengguna 

secara substansial berdampak pada kepuasan 

mereka dan efektivitas layanan yang 

diberikan. Ketika warga berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan dan desain layanan, 

hal itu mendorong rasa kepemilikan dan 

memastikan bahwa penawaran tersebut 

relevan dengan kebutuhan mereka (Lee dkk., 

2020; Xu & Tang, 2020). Namun, kesenjangan 

dalam literasi digital dan akses terhadap 

teknologi dapat memperburuk ketidaksetaraan 

dalam penyampaian layanan. Mereka yang 

memiliki akses teknologi dan keterampilan 

yang lebih baik cenderung lebih diuntungkan 

dari layanan digital, menyoroti perlunya 

strategi inklusif yang mengakomodasi semua 
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segmen demografis (Cepiku & Mastrodascio, 

2021; McMullin, 2023). Interaksi dinamis ini 

menimbulkan pertanyaan penting mengenai 

kesetaraan dalam hasil layanan publik. 

Partisipasi masyarakat menjadi faktor 

krusial dalam konteks pandemi, berperan 

penting dalam meningkatkan kecepatan dan 

efektivitas respons pemerintah terhadap 

kebutuhan masyarakat, serta memperkuat 

kepercayaan publik. Kolaborasi yang intensif 

antara pemerintah dan masyarakat 

menciptakan layanan publik yang responsif 

dan adaptif, yang dipengaruhi oleh persepsi 

masyarakat terhadap pelayanan yang adil dan 

sopan dari pegawai publik (Cohen & Headley, 

2023). Masyarakat dapat berperan sebagai 

"mata dan telinga" pemerintah, memberikan 

informasi terkini, kebutuhan mendesak, dan 

kendala yang dihadapi. Dengan melibatkan 

masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan, pemerintah dapat merumuskan 

kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif 

dalam mengatasi pandemi. Partisipasi ini juga 

menunjukkan bahwa pemerintah menghargai 

suara rakyat dan melibatkan mereka dalam 

proses pengambilan keputusan, sehingga 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

pemerintah (Cohen & Headley, 2023). 

Kolaborasi yang terjalin menciptakan 

layanan publik yang lebih responsif dan 

adaptif terhadap kebutuhan yang terus 

berubah selama pandemi, dengan masyarakat 

memberikan masukan dan ide-ide kreatif 

untuk meningkatkan layanan publik, 

sementara pemerintah memanfaatkan 

keahlian dan sumber daya masyarakat untuk 

memperkuat program-program yang ada.  

Persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang 

adil dan sopan dari pegawai publik menjadi 

faktor penting dalam membangun 

kepercayaan dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Perilaku pegawai publik yang 

ramah, empati, dan profesional dapat 

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap 

layanan yang diterima. Prinsip keadilan 

prosedural meningkatkan kepercayaan dan 

partisipasi masyarakat (Cohen & Headley, 

2023). 

Sementara akses informasi dan layanan 

publik yang merata mengatasi hambatan 

partisipasi kelompok terpinggirkan (Linos et 

al., 2021).  Pendekatan inklusif dan sistematis 

dengan memanfaatkan teknologi dan 

komunikasi diperlukan untuk memperkuat 

kolaborasi dan kepercayaan publik terhadap 

pemerintah, termasuk pemberdayaan 

masyarakat melalui pelatihan dan akses 

informasi. 

Lebih lanjut, desain dan fungsionalitas 

platform digital secara signifikan membentuk 

pengalaman pengguna dan penyampaian 

layanan secara keseluruhan. Desain layanan 

yang efektif harus mempertimbangkan 

bagaimana berbagai elemen selaras untuk 

meningkatkan kepuasan pengguna (Chan 

dkk., 2020; Lavee, 2020). Sebuah studi 

menunjukkan bahwa platform multi-layanan 

dapat sangat meningkatkan pengalaman 

pengguna ketika platform tersebut intuitif dan 

mudah dinavigasi, mencerminkan kebutuhan 

akan desain antarmuka pengguna yang 

bijaksana (Chan dkk., 2020). Sebaliknya, 

sistem yang dirancang dengan buruk 

berkontribusi pada frustrasi dan 

ketidakpuasan, sehingga menjadi keharusan 

bagi pemerintah untuk memprioritaskan 

prinsip desain berpusat pada pengguna dalam 

upaya transformasi digital mereka. 

Pengaruh kemampuan teknologi di 

dalam lembaga publik sangat signifikan dalam 

konteks transformasi digital layanan publik. 

Lembaga yang memiliki infrastruktur 

teknologi informasi (TI) yang lebih kuat dan 

personel yang terampil menunjukkan kesiapan 

yang lebih baik untuk mengimplementasikan 

solusi digital yang efektif. Menurut Osborne 

dkk. (2022) dan Young (2020), keberadaan 

infrastruktur TI yang memadai, seperti 

perangkat keras, perangkat lunak, dan 

jaringan yang handal, memungkinkan 

lembaga publik untuk menjalankan sistem 

digital dengan lebih efisien.  
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Selain itu, personel yang terampil 

merupakan aset penting dalam memanfaatkan 

teknologi tersebut. Keterampilan dalam 

penggunaan teknologi digital, pemahaman 

tentang sistem informasi, dan kemampuan 

untuk beradaptasi dengan perubahan 

teknologi menjadi kunci dalam 

mengoptimalkan layanan publik. Dengan 

adanya dukungan dari sumber daya manusia 

yang kompeten, lembaga publik dapat lebih 

mudah mengimplementasikan inovasi digital, 

menyelesaikan masalah teknis yang mungkin 

muncul, dan meningkatkan kualitas serta 

efisiensi layanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

Kombinasi antara infrastruktur TI yang 

kuat dan personel yang terampil menciptakan 

sinergi yang memungkinkan lembaga publik 

untuk beroperasi secara optimal dalam era 

digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan 

efektivitas penyampaian layanan, tetapi juga 

membantu lembaga publik untuk lebih 

responsif terhadap kebutuhan dan harapan 

masyarakat. Dengan demikian, 

pengembangan kapasitas teknologi di lembaga 

publik menjadi faktor krusial dalam mencapai 

tujuan transformasi digital yang sukses 

(Osborne dkk: 2022, Young :2020). 

Namun, sumber daya yang tidak 

memadai dan kurangnya pengawasan strategis 

dapat menyebabkan kegagalan dalam adopsi 

dan implementasi, yang pada akhirnya 

berdampak negatif pada kualitas layanan. Di 

Indonesia, kendala keuangan dapat 

membatasi sejauh mana alat digital dapat 

diintegrasikan, sehingga perlu 

dipertimbangkan dengan cermat bagaimana 

mengalokasikan anggaran dan sumber daya 

secara efektif untuk peningkatan teknologi 

(Tao dkk., 2022). Manajemen sumber daya 

yang tepat, bersama dengan program 

pelatihan komprehensif untuk karyawan, 

dapat secara substansial meningkatkan proses 

digitalisasi. 

Faktor lingkungan, seperti kemauan 

politik dan kepercayaan publik terhadap 

lembaga pemerintah, memainkan peran yang 

sangat penting dalam menentukan kecepatan 

dan keberhasilan proses digitalisasi layanan 

publik. Kemauan politik yang kuat dari 

pemimpin pemerintah untuk berinvestasi 

dalam infrastruktur digital dan mendukung 

inisiatif teknologi dapat mempercepat adopsi 

layanan digital. Ketika pemerintah 

menunjukkan komitmen yang jelas terhadap 

transformasi digital, hal ini dapat menciptakan 

suasana yang kondusif untuk implementasi 

teknologi baru. Di sisi lain, jika terdapat 

ketidakpastian atau kurangnya dukungan dari 

pemerintah, maka proses digitalisasi dapat 

terhambat, menyulitkan penerapan solusi 

yang lebih efisien (Davidovitz & Cohen, 2020; 

Conteh & Harding, 2021). 

Kepercayaan publik terhadap lembaga 

pemerintah juga menjadi faktor penentu 

dalam keberhasilan digitalisasi. Dalam 

konteks di mana warga memiliki pandangan 

positif terhadap pemerintah mereka, terdapat 

kecenderungan untuk menunjukkan 

partisipasi yang lebih tinggi dalam layanan 

digital yang ditawarkan (Davidovitz & Cohen, 

2020; Conteh & Harding, 2021).  

Davidovitz & Cohen (2020) dan Conteh 

& Harding (2021) mengungkapkan bahwa 

masyarakat yang mempercayai pemerintah 

cenderung lebih terbuka untuk menggunakan 

layanan digital, merasa yakin bahwa layanan 

tersebut akan memenuhi kebutuhan mereka 

dengan baik. Sebaliknya, rendahnya 

kepercayaan publik dapat mengakibatkan 

resistensi terhadap adopsi layanan digital, di 

mana masyarakat mungkin merasa skeptis 

atau ragu-ragu untuk terlibat. Oleh karena itu, 

membangun dan mempertahankan 

kepercayaan publik merupakan langkah 

penting untuk mendorong partisipasi dalam 

layanan digital dan memastikan keberhasilan 

transformasi digital dalam sektor publik 

(Davidovitz & Cohen, 2020; Conteh & 

Harding, 2021). Sebaliknya, jika kepercayaan 

publik rendah, warga mungkin lebih ragu 

untuk terlibat dengan layanan digital, karena 



  

  

             
p-ISSN: 2774-1907; e-ISSN: 2774-1915; Vol.5, No.3 Juli 2025 

 

Kajian Literatur: Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Transformasi Digital Layanan Publik di Indonesia Page | 183  

 

takut akan kurangnya akuntabilitas atau 

kualitas. Meningkatkan transparansi dan terus 

melibatkan warga dalam narasi transformasi 

digital dapat membangun kepercayaan ini, 

seperti yang terlihat dalam berbagai inisiatif 

tata kelola partisipatif (Shen dkk., 2022; 

Alonso & Andrews, 2020). Oleh karena itu, 

membangun lingkungan kepercayaan dan 

keterbukaan merupakan faktor penting untuk 

keberhasilan digitalisasi layanan publik di 

Indonesia. 

Sebagai kesimpulan, banyak faktor saling 

terkait yang memengaruhi digitalisasi layanan 

publik di Indonesia. Menerima konteks 

organisasi, mendorong keterlibatan pengguna, 

memastikan desain yang efektif, mengelola 

kemampuan teknologi, dan meningkatkan 

kepercayaan publik merupakan strategi 

penting untuk transformasi digital yang sukses 

dalam layanan publik. Dengan memanfaatkan 

wawasan ini, para pemangku kepentingan 

dapat mengembangkan intervensi yang lebih 

terarah yang mengatasi tantangan unik yang 

ditimbulkan oleh distribusi dan pemanfaatan 

layanan publik di era digital.  

Tantangan Digitalisasi Layanan Publik 

di Indonesia: Struktur Birokrasi Hierarkis: 

Sistem birokrasi yang hierarkis dapat 

menghambat proses digitalisasi, karena 

kurangnya fleksibilitas dan adaptasi terhadap 

perubahan. Kesenjangan Literasi Digital: 

Rendahnya literasi digital di masyarakat dapat 

menghambat akses dan pemanfaatan layanan 

digital. Rendahnya Kepercayaan Publik: 

Kurangnya kepercayaan publik terhadap 

pemerintah dan layanan digital dapat 

menghambat adopsi dan partisipasi 

masyarakat. 

Faktor Kunci Keberhasilan Digitalisasi 

Layanan Publik: Mengatasi Resistensi 

Internal: Pemerintah perlu mengatasi 

resistensi internal dalam birokrasi untuk 

mendorong adopsi teknologi dan perubahan. 

Melibatkan Masyarakat (Co-production): 

Penting untuk melibatkan masyarakat secara 

aktif dalam mendesain dan 

mengimplementasikan layanan digital untuk 

meningkatkan relevansi dan efektivitas. 

Platform Digital yang User-friendly: Platform 

digital harus dirancang dengan mudah diakses 

dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat, 

tanpa memandang latar belakang teknologi. 

Pengelolaan Sumber Daya Teknologi yang 

Efektif: Pemerintah perlu mengelola sumber 

daya teknologi secara efektif, termasuk 

infrastruktur dan keamanan data. 

Membangun Transparansi: Meningkatkan 

transparansi dalam proses dan data layanan 

digital dapat membangun kepercayaan publik. 

Pendekatan Inklusif dan Pelatihan: Akses 

Merata:  Penting untuk memastikan akses 

merata bagi semua kelompok masyarakat 

terhadap layanan digital. Pelatihan 

Komprehensif: Pelatihan yang komprehensif 

bagi pegawai negeri diperlukan untuk 

meningkatkan kapasitas dan kompetensi 

digital mereka. 

 

KESIMPULAN 

Digitalisasi layanan publik di Indonesia 

merupakan upaya penting untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

partisipasi warga, namun menghadapi 

berbagai tantangan seperti struktur birokrasi 

yang hierarkis, kesenjangan literasi digital, dan 

rendahnya kepercayaan publik. Keberhasilan 

transformasi digital sangat bergantung pada 

kemampuan pemerintah untuk mengatasi 

resistensi internal, aktif melibatkan 

masyarakat dalam co-production layanan, 

menciptakan platform digital yang ramah 

pengguna, serta mengelola sumber daya 

teknologi dengan efektif. Selain itu, 

pendekatan inklusif yang menjamin akses 

merata bagi semua kelompok masyarakat, 

beserta program pelatihan yang komprehensif 

bagi pegawai negeri, menjadi kunci dalam 

mencapai digitalisasi layanan publik yang adil 

dan berkelanjutan. Membangun transparansi 

dan kepercayaan publik juga merupakan 

faktor penting untuk memastikan partisipasi 
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aktif dan legitimasi pemerintah dalam 

penyampaian layanan. 
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